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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
 

Birokrasi yang memiliki integritas dan budaya melayani menjadi 

harapan masyarakat  dengan mewujudkan program-program strategis 

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Wujud nyata dari 

program-program tersebut diharapkan dapat membantu dan 

meningkatkan kesejateraan masyarakat terutama program pengentasan 

kemiskinan.  

Birokrasi harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-

program strategis tersebut sebagai bentuk akuntabilitas publik terhadap 

outcome dan penggunaan anggaran. Salah bentuk pertanggungjawaban 

pelayanan kepada masyarakat tersebut diwujudkan melalui Laporan 

Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang disusun berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta 

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas, dengan tetap mengedepankan azas akuntabel 

dan transparansi.   

Wujud pertanggungjawaban  perangkat daerah atau instansi 

pemerintah yaitu menyampaikan laporan kinerja yang bertujuan untuk 

mengukur capaian kinerja dalam perjanjian kinerja dengan 

membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Disamping 

itu laporan kinerja ini  juga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas 
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terhadap kewenangan tugas dan fungsi instansi dalam penggunaan 

anggaran tahun berjalan.  

Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja ini  merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang telah ditandatangani 

oleh bupati setiap awal tahun anggaran.  

B. Gambaran Umum Daerah  

B.1 Kondisi Geografis 

Kabupaten Musi Rawas secara geografis terletak pada posisi 

102°29’ 22” – 103° 36’ 52’’ Bujur Timur dan 2°45’ 26” – 3°28’ 58” Lintang 

Selatan dan merupakan kabupaten yang terletak paling barat di Provinsi 

Sumatera Selatan dengan luas wilayah 635.717.15 Ha. Adapun batas–

batas wilayah sebagai berikut:  

▪ Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas   

 Utara.  

▪ Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Empat   

 Lawang.  

▪ Sebelah Barat: berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan   

 Provinsi Bengkulu.  

▪ Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Pali dan   

 Kabupaten Musi Banyuasin. 

Kabupaten Musi Rawas memiliki letak yang sangat strategis karena 

dilalui jalur lintas tengah Sumatera, yaitu jalur darat yang menghubungkan 

Provinsi Lampung dengan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, serta jalan 

lintas antar provinsi yang menghubungkan Kota Palembang (ibukota 

Provinsi Sumatera Selatan) dengan Provinsi Bengkulu.  

Kondisi geografis dan batas administratif tersebut, menunjukkan 

bahwa secara sosial – ekonomi Kabupaten Musi Rawas berada pada 

posisi strategis untuk jalur perdagangan, sehingga berpotensi untuk 
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tumbuhnya perekonomian melalui pengembangan pusat perdagangan, 

terutama dari hasil pertanian dan perkebunan. 

           
 

 

  

 

 

 

Gambar 1.1 
Peta Kabupaten Musi Rawas 

 
Kabupaten Musi Rawas berada pada ketinggian 129 mdpl, terdiri dari 

66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat. 

Keadaan alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan 

potensial, sawah, ladang, kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di 

sebelah barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan 

dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke timur semakin luas. 

Di wilayah Kabupaten Musi Rawas banyak terdapat sungai-sungai 

besar antara lain: Sungai Lakitan, Sungai Kelingi dan Sungai Musi. 

Sebagian besar merupakan kawasan hutan dengan beberapa jenis 

tumbuhan seperti jenis merawan, sungkai, merbau, kulim, rotan dan jenis 

tumbuhan komersil lainnya. Sedangkan jenis satwa seperti harimau, 

gajah, monyet, rusa, kijang, ayam hutan dan jenis satwa liar lainnya dan 

merupakan jenis satwa yang sebagian besar masih berada pada kawasan 

hutan di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan merupakan satwa yang 

dilindungi.  

Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 14 kecamatan, 186 desa dan 13 

kelurahan beserta luar wilayah dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1.1  

Luas  dan Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Musi Rawas  

 
Sumber: Musi Rawas dalam Angka, 2026 

 

B.2 Sumber Daya Alam  

 

Kabupaten Musi Rawas mempunyai potensi kekayaan alam yang 

tinggi. Potensi terbesar yang ada di Kabupaten Musi Rawas adalah 

potensi perkebunan dan potensi pertanian. Selain itu juga terdapat juga 

minyak bumi, batu bara dan bahan galian golongan C yang potensial.  

Dari luas Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi 66,5 derajat 

dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75 derajat tanah liat. 

Keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet 

dan kebun lainnya. Di Kabupaten Musi Rawas tidak terdapat gunung 

berapi. Sebelah barat terdapat dataran rendah yang sempit dan 
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berbatasan dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke timur semakin 

luas.  

B.3 Topografi  

Secara umum, kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas mempunyai 

topografi wilayah yang bergelombang, dengan ketinggian berkisar 125–

200 m dari permukaan laut, dengan kemiringan bervariasi dari 0–2%, 

sampai lebih dari 40%. Luas wilayah yang dominan adalah wilayah 

dengan kemiringan 0–15%, yang merupakan daerah potensial untuk 

pertanian. Selebihnya berupa tanah perbukitan yang mempunyai 

kemiringan sangat curam yang sebagian besarnya berupa Bukit Barisan 

yang memanjang dari utara sampai selatan. Khususnya di bagian barat 

daerah ini yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci 

Seblat (TNKS) yang membentang luas dalam 4 provinsi. 

B.4 Kondisi Demografi 

Sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan 

suatu wilayah, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting 

untuk diketahui. Semakin padat suatu wilayah maka akan semakin besar 

perhatian yang diperlukan dalam menyusun kebijakan pembangunan. 

Kepadatan penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 sebesar 

67jiwa/km². Kecamatan Tugumulyo memiliki kepadatan tertinggi sebesar 

735 jiwa/ km² (Sumber: Musi Rawas dalam angka 2024). 

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2025 

sebanyak 429.670 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 219.396 jiwa dan perempuan sebanyak 210.274 jiwa (Sumber: 

Disdukcapil Kab. Musi Rawas, 2025) secara rinci tersaji pada tabel 1.2 

berikut ini. 
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Tabel 1.2  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kabupaten Musi RawasTahun 2025 

 

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Tugumulyo 25.193 24.733 49.926 

2. Muara Lakitan 23.117 21. 841 44.958 

3. Muara Kelingi 23.962 22.916 46.878 

4. Jayaloka 8.641 8.312 16.953 

5. Muara Beliti 14.832 14.460 29.292 

6. STL. Ulu Terawas 17.737 17.002 34.739 

7. Selangit 10.474 10.030 20.504 

8. Megang Sakti 30.467 28.933 59.400 

9. Purwodadi 8.415 8.310 16.725 

10. BTS Ulu 16.780 15.895 32.675 

11. 
Tiang Pumpung 

Kepungut 
6.677 6.450 13.127 

12. Sumber Harta 10.104 9.743 19.847 

13. Tuah Negeri 14.748 13.888 28.636 

14. Suka Karya 8.249 7.761 16.000 

Jumlah 219.396 210.274 429.670 

Sumber: Disdukcapil Kab. Musi Rawas, 2026 

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah 

penduduk laki-laki mendominasi jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk perempuan. Hal ini akan terlihat jelas grafik dibawah ini. 

Grafik 1.1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025

 
           Sumber: Disdukcapil Kab. Musi Rawas, 2026 
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Kondisi penduduk Kabupaten Musi Rawas dilihat dari  tingkat 

pendidikan sebagian besar didominasi oleh tidak/belum sekolah dengan 

jumlah 125.202 orang atau 29,14%, sedangkan tingkat pendidikan strata 

III berjumlah 4 orang. Secara rinci data penduduk berdasarkan tingkat 

pendidikan tahun 2025 disajikan pada grafik di bawah ini.  

 

Grafik 1.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Sumber: Disdukcapil Kab. Musi Rawas, 2026 

C. Capaian Kinerja Makro  

C.1 Pertumbuhan Ekonomi  

Peningkatan nilai tambah dari suatu proses kegiatan ekonomi 

menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu daerah. 

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukan makin 

berkembangnya aktifitas perekonomian baik aktifitas produksi, konsumsi, 

investasi maupun perdagangan di daerah tersebut yang berdampak pada 

penyerapan tenaga kerja. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas dalam 4 tahun 

terakhir terus mengalami peningkatan dari 4,06% di tahun 2022 menjadi 

4,59% di tahun 2025 (Sumber: Musi Rawas dalam Angka, 2026). Namun 

demikian mengalami penurunan di tahun 2025 dibanding tahun tahun 

4 394 
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2024 sebesar 0,36%. Secara rinci petumbuhan ekonomi dalam dilihat 

pada grafik di bawah ini 

 
Grafik 1.3 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 
 

 
                            Sumber: Musi Rawas dalam Angka, 2026 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas diatas rata-rata 

Provinsi Sumatera Selatan maupun rata-rata nasional. Perbandingan 

pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir  dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini.  

Grafik 1.4 
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Selatan 

Dan Kabupaten Musi Rawas 
 

 
                              Sumber: BPS Kab. Musi Rawas, 2026 
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C. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Tujuan akhir dari pembangunan adalah membangun manusia 

seutuhnya yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Keberhasilan 

pembangunan suatu negara atau daerah dapat diukur dengan capaian 

indeks pembangunan manusianya. Menurut UNDP (United Development 

Progremme) ada beberapa dimensi untuk melihat keberhasilan Indeks 

Pembangunan Manusia, ditunjukkan dengan capaian dimensi umur 

Panjang dan hidup sehat atau indeks Kesehatan, dimensi Pengetahuan 

atau Indeks Pendidikan, dan dimensi pendapatan perkapita.  

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 

adalah 71,92, artinya ada peningkatan sebesar 0,71, (Sumber: BPS Musi 

Rawas, Tahun 2026). Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rinci capaian Indeks 

Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas disajikan pada grafik di 

bawah ini. 

Grafik 1.5 
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten Musi Rawas 

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2026 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas  masih 

dibawah capaian rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. 

Karena capaian provinsi dan nasional di atas 74. Secara rinci capaian 

Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 
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Grafik 1.6 
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia 

Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan 
Kabupaten Musi Rawas 

 

               Sumber: BPS Kab. Musi Rawas, 2026 

 Ada beberapa aspek untuk menghitung Indeks Pembangunan 

Manusia yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama 

Sekolah (AHS) dan Angka Pengeluaran Perkapita. AHH Kabupaten Musi 

Rawas ditahun 2025 sebesar 74,45 tahun dan AHS sebesar 12,43 tahun 

dan rata-rata angka pengeluaran per kapita sebesar Rp. 11.410.000 per 

tahun 

C.3  Angka Kemiskinan 

Persentase penduduk miskin Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 

sebesar 12,67% menurun dari tahun sebelumnya yaitu berkisar 13,44% 

atau mengalami penurunan sebesar 0,77%.  Angka kemiskinan 

Kabupaten Musi Rawas ditampilan secara rinci pada grafik dibawah ini. 
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Grafik 1.7 
Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas 

 

 
      Sumber: BPS Kab. Musi Rawas ,  2026 

Dari persentase angka kemiskinan sebesar 12,67% artinya masih 

ada 27.335 penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas yang perlu 

mendapatkan perhatian. Angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas masih 

diatas rata-rata provinsi dan nasional yaitu 8,25%.(Sumber: BPS Prov. 

Sumsel, 2025) 

C.4 Angka Pengangguran  

 Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun  

sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru 

atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima 

bekerja tetapi belum mulai bekerja. Angka pengangguran di Kabupaten 

Musi Rawas tahun 2025 sebesar 1,74%. Mengalami penurunan 

dibandingkan  tahun 2024 sebesar 1,94%. Secara rinci angka 

pengangguran di Kabupaten Musi Rawas beberapa tahun terakhir dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini. 
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Grafik 1.8 

Angka Pengangguran Kabupaten Musi Rawas 

 
                            Sumber: BPS KAB. Musi Rawas, 2026 

Angka pengangguran Kabupaten Musi Rawas cenderung rendah jika 

dibandingkan dengan rata-rata provinsi  yang masih 3,69% dan rata-rata 

nasional yang masih berada pada agka 4,74%. Namun demikian hal ini 

berbanding terbalik dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, artinya 

walaupun angka pengangguran rendah namun pendapatan atau upah 

yang diperoleh belum dapat memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan 

pokok. 

C.5 Gini Ratio 

 Gini ratio atau Indeks Gini adalah ukuran tingkat ketimpangan 

pendapatan atau kekayaan disuatu wilayah atau populasi. Rentan nilai 

Gini Ratio yaitu 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi gini ratio maka 

pendapatan masyarakat semakin timpang atau tidak merata. Gini Ratio 

Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 adalah 0,209 yang artinya cenderung 

merata. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas dengan provinsi 

dan nasional secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini 
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Grafik 1.9 

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas 

 
         Sumber : BPS Kab. Musi Rawas 2026 

  

D. Kondisi Pemerintahan 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 

bahwa Pemerintah Daerah harus menyesuaikan perangkat daerah 

dengan kewenangannya. Maka dari itu dilakukan penataan kembali 

perangkat daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Musi Rawas  Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah 

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi  Rawas Nomor 4 tahun 2025 
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Rawas dalam pasal 2, susunan perangkat daerah adalah sebagai berikut:  
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d. Dinas Daerah, terdiri dari: 

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan 

pemerintahan bidang pendidikan; 

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang kesehatan; 

3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tipe A menyelenggarakan 

sebagian urusan pemerintahan biang pekerjaan umum sub urusan 

jalan dan jembatan; 

4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan 

Tipe A menyelenggarakan sebagian bidang pekerjaan umum sub 

urusan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan; 

5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan; 

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan 

ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran; 

7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang sosial; 

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan 

pemerintahan bidang transmigrasi; 

9. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 

10. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pangan; 

11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang lingkungan hidup; 
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12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; 

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 

14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 

15. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perhubungan; 

16. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statsitik Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan 

informatika, bidang statistika serta urusan pemerintahan bidang 

persandian; 

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha 

kecil, dan  menengah; 

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe 

B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman 

modal; 

19. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 

20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; 

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 

22. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang perikanan; 

23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan 

pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan; 
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24. Dinas Pertanian dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan 

sebagian urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan; 

25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan 

bidang perdagangan; 

 

e. Badan Daerah terdiri dari: 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan 

fungsi penunjang perencanaan; 

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A 

melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan 

keuangan dan aset daerah; 

3. Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Tipe A 

melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan sub 

pengelolaan pajak dan restribusi daerah; 

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Tipe B melaksanakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan; 

5. Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang 

penelitian dan pengembangan. 

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tipe A melaksanakan 

fungsi penunjang di bidang kesatuan bangsa dan politik. 

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas A melaksanakan 

fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana daerah. 

f. Kecamatan terdiri dari: 

1. Kecamatan Muara Beliti Tipe A; 

2. Kecamatan Muara Lakitan Tipe A; 

3. Kecamatan Muara Kelingi Tipe A; 

4. Kecamatan Sumber Harta Tipe A; 

5. Kecamatan Suka Karya Tipe A; 

6. Kecamatan Tugumulyo Tipe A; 
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7. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Tipe A; 

8. Kecamatan Jayaloka Tipe A; 

9. Kecamatan Purwodadi Tipe A; 

10. Kecamatan Tuah Negeri Tipe A; 

11. Kecamatan STL Ulu Terawas Tipe A; 

12. Kecamatan Selangit Tipe A; 

13. Kecamatan Megang Sakti Tipe A; 

14. Kecamatan BTS Ulu Tipe A. 

g. Kelurahan terdiri dari: 

1. Kelurahan P Purwodadi Kecamatan Purwodadi; 

2. Kelurahan O Mangun Harjo Kecamatan Purwodadi; 

3. Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti; 

4. Kelurahan Terawas Kecamatan STL. Ulu Terawas; 

5. Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit; 

6. Kelurahan B Srikaton Kecamatan Tugumuyo; 

7. Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta; 

8. Kelurahan Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi; 

9. Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka; 

10. Kelurahan Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti; 

11. Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Megang Sakti; 

12. Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan; dan 

13. Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu. 

Selain perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan juga terdapat 

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang bertugas mendukung 

pelaksanaan teknis kegiatan perangkat daerah dalam melayani 

masyarakat. 
 

E. SDM Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 

Sumber daya manusia pemerintahan yang terdiri dari Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) atau biasa disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).  Jumlah Pegawai 
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Negeri Sipil di tahun 2025 berjumlah 4.784 orang terdiri dari laki-laki 2.110 

orang atau 44,10% dan perempuan 2.674 orang atau 55,89%. Sedangkan 

PPPK berjumlah 1.112 orang dengan rincian laki-laki 316 orang dan 796 

perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah saat 

baik. Secara rinci jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenis Kelamin 

di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 ditunjukkan pada grafik dibawah 

ini: 

Grafik 1.10 
ASN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 

 
             Sumber: BKPSDM Kab. Musi Rawas, 2026 

 Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi 

Rawas  berdasarkan Jenjang Pendidikan didominasi oleh jenjang 

Pendidikan S1 berjumlah  3,117 orang atau 52,86% dan jenjang 

Pendidikan D3 yang berjumlah 507 orang atau 8,59%. Hal ini 

menunjukkan jenjang Pendidikan Aparatur Sipil Negara sudah baik. 

Secara rinci jumlah Pendidikan berdasarkan jenjang Pendidikan dapat 

dilihat pada grafik dibawah ini. 
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Grafik 1.11 
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan 
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 

 
         Sumber: BKPSDM Kab. Musi Rawas, 2026  

ASN Kabupaten Musi Rawas didominasi oleh jabatan fungsional 

yang berjumlah 4.158 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 1.058 

orang. Sementara jumlah PNS yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama 

(JPT) sebanyak 28 orang, Jabatan Administrator berjumlah 172 orang, 

Jabatan Pengawas 480 orang. Secara rinci Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Jabatan tertera pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.3 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025 

 

NO JABATAN JUMLAH % 

1 Jabatan Tinggi Pratama 28 0,48 

2 Administrator 172 2,91 

3 Pengawas 480 8,14 

4 Fungsional  4158 70,52 

5 Pelaksana 1058 17,95 

Total 5.896 100,00 

   Sumber: BKPSDM Kab. Musi Rawas, 2026 (diolah) 

 

 

 

6
570

4029

666
37 11

548
17 14

0

1000

2000

3000

4000

5000

S-
3

S-
2

D
4/

S-
1

D
3

D
2

D
1

SL
TA

SE
D

ER
A

JA
T

SL
P

T
SE

D
ER

A
JA

T

TA
M

A
T 

SD
SE

D
ER

A
JA

T

1 2 3 4 5 6 7 8 9



 
 

Pendahuluan            

LKjIP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 

 

20 

F. Isu-Isu Strategis 

Isu strategis Kabupaten Musi Rawas dapat dirumuskan dari hasil 

kajian terhadap kondisi Kabupaten Musi Rawas dari berbagai aspek 

pembangunan. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi 

keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas 2025-2029. Melalui tahap ini 

akan diketahui apa saja yang menjadi tantangan utama yang harus 

diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah 

selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Adapun isu-isu strategis atau permasalahan utama yang dihadapi 

dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah:   

1. Pertumbuhan ekonomi meningkat namun masih berada di bawah 

rata-rata provinsi; 

2. Ketahanan social ekonomi masyarakat masih rendah; 

3. Perlunya pembangunan berkelanjutan; 

4. Kualitas lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan masih 

rendah; 

5. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia masih rendah dan 

kesadaran masyarakat terhadap supremasi hukum masih rendah;  

6. Masih adanya kesenjangan antar wilayah; 

7. Kualitas tata kelola pemerintah belum optimal; 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan jangka menengah 

mengingat adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tahun 

2024. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai dengan amanat 

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

selanjutnya secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang  Tata Cara Perencanaan, 

Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 

Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2025-2029. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2025-2029 sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Di dalam RPJMD 

mengedepankan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada 

outcome (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu 



Rencana Kerja           

LKjIP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 

 

22 

juga berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan 

dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan dan program kepala daerah. 

Dengan perencanaan strategis menjadi langkah awal bagi kepala daerah 

untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya secara terarah dan terencana.  

Dengan memadukan pendekatan  perencanaan teknokratik, 

partisipatif, politis dan bottom up serta  top down diharapkan RPJMD yang 

disusun sesuai dengan analisis kondisi eksternal dan internal Kabupaten 

Musi Rawas dengan tetap mengedepankan azas akuntabilitas. 

Perencanaan yang berkualitas ditunjukkan dari outcome yang dirasakan 

oleh masyarakat secara langsung. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, 

program dan kegiatan agar visi dan misi tercapai dalam kurun waktu 5 tahun 

menjadi tantangan yang harus terus dievaluasi dengan melihat indikator 

atau ukuran keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan. 

 

A.1   VISI DAN MISI 

Visi adalah suatu gambaran yang menjadi tantangan tentang 

 keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin 

diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil 

Bupati Musi Rawas terpilih pada periode 2025-2029 yaitu RATNA 

MACHMUD (Bupati) dan SUPRAYITNO (Wakil Bupati) adalah:  

 

 

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan 

masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang: 

1. Maju bermakna kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju 

kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, perekonomiannya 

lebih terjamin, terlayani dengan lebih baik, lebih inovatif. 

2. Mandiri memiliki arti Musi Rawas dapat mengelola potensi daerah 

sendiri secara optimal. 

MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, 

BERMARTABAT, BERKELANJUTAN 

(MANTABKAN) 
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3. Bermartabat bermakna kondisi masyarakat Musi Rawas yang hidup 

layak, sejahtera, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan budaya. 

4. Berkelanjutan berarti membangun daerah dengan berorientasi pada 

aspek kelestarian lingkungan, keseimbangan antara pembangunan 

ekonomi, social dan lingkungan. 

 

Dalam upaya mewujudkan visi di atas, perlu dirumuskan misi yang 

menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan 

pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan 

menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang 

memungkinkan (enabling conditions) bagi pencapaian visi Kabupaten Musi 

Rawas 2025-2029 “Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, Bermartabat, 

Berkelanjutan (MANTABKAN)”, maka diupayakan melalui 4 (empat) misi 

Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029. 

Dalam upaya penyamaan persepsi agar misi tersebut dapat dicapai 

maka perlu dijabarkan dalam suatu kerangka berpikir perencanaan 

terintegrasi seperti dijelaskan di bawah ini. 

1. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi 
Informasi 

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi untuk pemenuhan 

pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan 

kepentingan dan aspirasi masyarakat yang kesemuanya berbasis teknologi 

Informasi 

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi untuk pemenuhan 

pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan 
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evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan 

kepentingan dan aspirasi masyarakat yang kesemuanya berbasis Teknologi 

Informasi. 

2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas 

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Musi Rawas yang memiliki keunggulan kompetitif dan 

komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, 

kesehatan dan kehidupan beragama yang religius serta keamanan dan 

kenyamanan yang tinggi. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah 

baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di 

masa yang akan datang serta memantapkan kehidupan masyarakat yang 

religius dengan menjunjung tinggi budaya lokal didukung kondisi stabilitas 

politik dan pemerintahan yang aman dan tenteram.  

3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur 

dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, kelistrikan, permukiman dan 

perumahan, keciptakaryaan, sarana dan prasarana pengairan, air bersih, 

sanitasi dan persampahan serta sarana penunjang produksi barang dan 

jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. 

Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap 

memperhatikan penataan ruang serta prinsip- prinsip pembangunan 

berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

4. Memperkuat Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten 

Musi Rawas menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali 

dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki serta merevitalisasi 

yang sudah dikembangkan. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak 

perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, 

perdagangan, industri dan pariwisata dengan maksud untuk 

mengembalikan Musi Rawas sebagai Lumbung Pangan Sumatera 



Rencana Kerja           

LKjIP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 

 

25 

Selatan. Selain itu dengan mengembangkan sektor Industri Pengolahan 

Hasil Pertanian serta Ekonomi Kreatif lainnya diharapkan akan dapat 

menciptakan lapangan kerja baru, sehingga masyarakat Musi Rawas akan 

meningkat pendapatan perkapitanya 
 

A.2 TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam  jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi 

yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) 

program Perangkat Daerah. 
 

A.2.1 Tujuan 

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Musi Rawas 

Tahun  2025-2029, menyelaraskan dengan prioritas pembangunan daerah 

Provinsi Sumatera Selatan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan 

mendukung Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 serta 

memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut 

 

No Misi Tujuan Indikator Tujuan 

1 Mewujudkan 
Birokrasi yang 
Profesional Berbasis 
Teknologi Informasi 

Meningkatnya kepuasan 
masyarakat terhadap 
layanan pemerintah 

Indeks Kepuasan Mayarakat 

2 Membangun Sumber 
Daya Manusia yang 
berkualitas 

Meningkatnya Kualitas 
SDM yang berdaya 
saing 

Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) 

3 Pemerataan 
infrastruktur dan 

Meningkatkan 
Pemerataan 
Infrastruktur 

Indeks Insfrastruktur 

TUJUAN RPJMD KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025-2029 
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No Misi Tujuan Indikator Tujuan 

Pelestarian 
Linhkungan 

Meningkatnya 
kelestarian lingkungan 
hidup, penataan ruang 
dan ketahanan bencana 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

Indeks Penyelenggaraan 
Penataan Ruang  

Indeks Resiko Bencana (IRB) 

4 Memperkuat 
ketahanan sosial 
ekonomi masyarakat 

Meningkatnya 
Pertumbuhan Ekonomi 

                                            
Pertumbuhan Ekonomi 

Meningkatnya 
Kesejahteraan Sosial 

Persentase Penduduk Miskin 

 

A.2.2  Sasaran 

Berdasarkan tujuan dan definisi yang ingin di capai dari tujuan 

pembangunan seperti yang ditunjukkan maka sasaran pembangunan yang 

akan dicapai dalam periode RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-

2029 sebagai berikut: 

SASARAN PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN MUSI RAWAS 

TAHUN 2025-2029 
 

No Tujuan Sasaran Indikator 

1 Meningkatnya 
kepuasan 
masyarakat terhadap 
layanan pemerintah 

Meningkatnya reformasi 
birokrasi dalam tata 
kelola pemerintahan 

Indeks Reformasi Birokrasi 

Meningkatnya layanan 
pemerintahan berbasis 
teknologi informasi 

Indeks SPBE 

2 Meningkatnya 
Kualitas SDM yang 
berdaya saing 

Meningkatnya derajat 
kesehatan 

Usia Harapan Hidup (UHH) 

Meningkatnya Derajat 
Pendidikan 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Harapan Lama Sekolah (HLS) 

3 Meningkatkan 
Pemerataan 
Infrastruktur 

Meningkatnya 
konektivitas antar 
wilayah 

Persentase Konektivitas Antar 
Wilayah (%) 
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No Tujuan Sasaran Indikator 

Meningkatnya 
pemerataan infrastruktur 
dasar, perumahan dan 
sumber daya air 

Indeks Infrastruktur Dasar 

Indeks Sumber Daya Air 

4 Meningkatnya 
Kelestarian 
Lingkungan Hidup, 
Penataan Ruang dan 
Ketahanan Bencana 

Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup 

                                            
Penurunan Emisi GRK 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup 

Meningkatnya kualitas 
penataan ruang 

Persentase kesusuaian 
pemanfaatan ruang 

Meningkatnya 
ketahanan bencana 

Indeks Ketahanan Daerah 

5 Meningkatnya 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

Meningkatnya 
Pertumbuhan PDRB 
sektor pertanian 

Kontribus PDRB Sektor 
Pertanian 

Meningkatnya 
pertumbuhan PDRB 
sektor industry 
pengolahan dan sektor 
perdagangan 

Kontribusi PDRB Sektor 
Industri Pengolahan 

Kontribusi PDRB Sektor 
Perdagangan 

Meningkatnya nilai 
investasi di Kabupaten 
Musi Rawas 

Peningkatan Nilai Investasi 

Meningkatnya 
kontribuasi sektor 
pariwisata terhadap 
PDRB 

Rasio PDRB Penyediaan 
Akomodasi, Makanan dan 
Minuman 

Meningkatnya 
Pendapatan Asli Daerah 

Persentase Peningkatan 
realisasi Pendapatan Asli 
Daerah 

6 Meningkatnya 
Kesejahteraan Sosial 

Meningkatnya 
pendapatan masyarakat  

Pendapatan Perkapita  
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No Tujuan Sasaran Indikator 

Menurunnya 
ketimpangan distribusi 
pendapatan masyarakat 

Gini Rasio 

Meningkatnya kualitas 
Kependudukan dan 
Keluarga 

Indeks Pembangunan 
Keluarga (Ibangga) 

Laju Pertumbuhan Penduduk 
(LPP) 

Meningkatnya 
Ketahanan Pangan 

Indeks Ketahanan Pangan 

Meningkatnya 
Keamanan daerah dan 
stabilitas demokrasi  

Angka Kriminalitas 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan 

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah 

untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Hal ini merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan 

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan 

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 

mengalami revisi atau perubahan yang disebabkan oleh disahkannya 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sehingga Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025 mengalami perubahan atau revisi. Secara rinci Perjanjian 

Kinerja perubahan atau revisi Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Musi 

Rawas tertera pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.1 
 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 

NO. SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

1. Meningkatnya Reformasi 
Birokrasi dalam Tata 
Kelola Pemerintahan 

Indeks RB 76,27 

2. Meningkatnya layanan 
pemerintahan berbasis 
informasi 

Indeks SPBE 
3,11 

3. Meningkatnya Derajat 
Kesehatan 

Usia Harapan Hidup 
(UHH) 

74,20 

4. Meningkatnya derajat 
Pendidikan 

Rata-rata lama 
sekolah (RLS) 

7,58 

Harapan Lama 
Sekolah (HLS) 

12,27 

5. Meningkatnya 
konektivitas antar wilayah 

Persentase 
konektivitas antas 
wilayah 

94,08 

6. Meningkatnya 
Pemerataan infrastruktur 
dasar, perumahan dan 
sumber daya air 

Indeks Infrastruktur 
Dasar 

99,37 

Indeks Sumber Daya 
Air 49,85 

7. Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

71,14 

Penurunan Emisi 
GRK (Ton Co2 
Ekuivalen) 

654.108,15 

8. Meningkatnya Kualitas 
Penataan Ruang 

Persentase 
Kesesuaian 
pemanfataan ruang 

92,26 

9. Meningkatnya ketahanan 
bencana 

Indeks Ketahanan 
Daerah 

0,4 

10. Meningkatnya 
pertumbuhan PDRB 
Sektor Pertanian 

Kontribusi PDRB 

Sektor Pertanian (%) 
29,96 

11. Meningkatnya 
pertumbuhan PDRB 
Sektor Industri 

Kontribusi PDRB 
Sektor Industri 
Pengolahan (%) 

14,97 
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NO. SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

Pengolahan dan Sektor 
Perdagangan 

Kontribusi PDRB 
Sektor Perdagangan 
(%) 

2,52 

12. Meningkatnya Nilai 
investasi di Kabupaten 
Musi Rawas 

Peningkatan Nilai 
Investasi (RP) 850 M 

13. 
 

Meningkatnya Kontribusi 
Sektor Pariwisata 
terhadap PDRB 

Rasio PDRB 
Penyediaan 
Akomodasi, Makanan 
dan Minuman 

0,38 

14. Meningkatnya 
Pendapatan Asli Daerah 

Persentase 
peningkatan realisasi 
pendapatan asli 
Daerah 

2 

15. Meningkatnya 
Pendapatan Masyarakat 

Pendapatan 
Perkapita (Juta Rp) 

62,87 

16. 
Menurunnya ketimpangan 
distribusi pendapatan 
masyarakat 

Gini Rasio 
0,256 

17. Meningkatnya Kualitas 
Kependudukan dan 
keluarga 

Indeks Pembangunan 
Keluarga 

62,8 

Laju pertumbuhan 
Penduduk (LPP) (%) 

1,06 

18. Meningkatnya ketahanan 
pangan 

Indeks Ketahanan 
Pangan 

77,84 

19. Meningkatnya keamanan 
daerah dan stabilitas 
demokrasi 

Angka Kriminalitas 
66,64 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA  
 

Tata kelola atau Manajemen pembangunan berbasis kinerja yang 

berfokus pada pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan 

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen 

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong 

perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah 

alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level 

keluaran, hasil maupun dampak. 

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance atau tata 

Kelola pemerintahan yang baik, di mana salah satu pilarnya, yaitu 

akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi 

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan 

layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. 

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan 

menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah 

sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian 

terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah 


